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WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

:'{ONIOR

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
ANTAR RINCIAN OBYtrK BELANJA DAN AI\TAR OBYEK BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

b.
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WALIKOTA SEMARANG,

bahwa perubahan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang menyebabkan pergeseran anggaran khususnya antar rincian
obyek belanja dan antar obyek belanja, maka dalam rangka tertib
administrasi perlu diatur tata cara pergeseran anggaran;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangin Daerah
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2O07 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah, maka pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan an=tar
obyek belanja, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu
diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Cara pergeieran
Anggaran Antar funcian Obyek Belanja dan Antar Obyek Belanja.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Neqara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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6.

7.

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
438e);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungiawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400 \;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4437), sebagaimana diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia a844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya

Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
307e);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2007 Nomor 1 Seri E):

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG
ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK
BELANJA

TATA CARA PERGESERAN
BELANJA DAN ANTAR OBYEK

Menetapkan .
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang engan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.

Z. pemerintah Daerah adalah Walikota Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah

3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.

5. pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan

Kerja eengJola Keuanga-n Daerah yang silanlutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya'

7. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah

pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranl pengguna barang.

g. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah

perangkat dierah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang

juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

g. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

10. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD

adalah dokumen yafig memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
TATA CARA PERGESERAN

Pasal2

(1) pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan

atas Persetujuan PPKD.

(2') Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. SKpD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada Walikota melalui PPKD

b. pengajuan permohonan pergeseran dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Tim

Pengkaji.

c. Hasil penelitian dan pengkajian menjadi bahan pertimbangan persetujuan PPKD.

d. SKpD yang telah mendapat persetujuan pergeseran wajib memformulasikan ke dalam

DPPA-SKPD

Pasal 3

(1) pergeseran anggarun antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas

persetujuan Sekretaris Daerah.

(Z) Tata cara pergeseran angga:mLn sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada Walikota melalui PPKD

b. Pengajuan permohonan pergeseran dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Tim

Pengkaji.
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Hasil penelitian dan pengkajian menjadi bahan pertimbangan persetujuan Sekretaris
Daerah.

SKPD yang telah mendapat persetujuan pergeseran wajib memformulasikan ke dalam
DPPA.SKPD.

Pasal 4

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan cara
mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 5

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat
pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diielaskan dalam kolom keteransan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 6

Permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 hanya dapat
dilaksanakan sebelum Derubahan APBD disahkan.

BABItr
Kf,TENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peratwan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Diundangkandi Semarang
padatanggal rr-8- aoaS

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

H SOEMARMO HS

BERTTADAERAH KOTA SEMARANG TAHLJN 2008 NOMOR q

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal tt- B - rOOS

WALIKOTA SEMARAN

H. SUKAWI SUTARIP
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